
SALINAN 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 7 TAHUN 2022 

TENTANG 

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, yang mengatur bahwa Alokasi Dana Bagi 

Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan 

Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 

157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 

tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017, Nomor 1955); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 

1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2019, Nomor 1); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 

10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 

13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat Nomor 127); 
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14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 

2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 

2019 Nomor 25); 

15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 50); 

16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 52); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2022. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 
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5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 

selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Desa. 

7. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, adalah bagian dan i hash l Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa. 

BAB II 

PENGALOKASIAN 

Pasal 2 

(1) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan 

sebesar 10% (sepuluh persen) dan perkiraan penerimaan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022. 

(2) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.13.046.523.000,00 

(tiga belas milyar empat puluh enam juta lima ratus dua 

puluh tiga ribu rupiah). 

(3) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdiri dan: 

a. DBH Pajak Daerah sebesar Rp.9.565.000.000,00 

(sembilan milyar lima ratus enam puluh lima juta 

rupiah) ;dan 

b. DBH Retribusi Daerah sebesar Rp.3.481.523.000,00 

(tiga milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima 

ratus dua puluh tiga ribu rupiah). 

(4) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dialokasikan secara merata dan 

berkeadilan untuk setiap Desa berdasarkan : 
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a. Alokasi Dasar, dan 

b. Alokasi Formula 

(5) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dani 

anggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi 

secara merata kepada setiap Desa. 

(6) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dani 

anggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi 

berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi 

daerah dan masing-masing Desa. 

Pasal 3 

(1) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (4), dihitung dengan menggunakan formula sebagai 

berikut : 

a. DBH Pajak Daerah 

DBHPx = DBHPy + DBHPz 

Keterangan : 

DBHPx : DBH Pajak Daerah setiap Desa 

DBHPy : Alokasi Dasar setiap Desa 

DBHPz : Alokasi Formula setiap Desa 

b. DBH Retribusi Daerah 

DBHRx = DBHRy + DBHRz 

Keterangan : 

DBHRx : DBH Retribusi Daerah setiap Desa 

DBHRy : Alokasi Dasar setiap Desa 

DBHRz : Alokasi Formula setiap Desa 

(2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi 

Dasar dengan jumlah Desa. 
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(3) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihitung dengan menggunakan. rumus : 

a. DBH Pajak Daerah 

DBHPz = Px + DBHP 

Keterangan : 

DBHPz : Alokasi Formula setiap Desa 

Px : rasio realisasi Pajak Daerah setiap Desa 

terhadap total realisasi Pajak Daerah 

Desa pada Kabupaten 

DBHP : Pagu Alokasi Formula DBH Pajak Daerah 

b. DBH Retribusi Daerah 

DBHRMx = Rx + DBHP 

Keterangan : 

DBHRz : DBH Retribusi Daerah Proporsional 

setiap Desa 

Rx : rasio realisasi Retribusi Daerah setiap 

Desa terhadap total realisasi Retribusi 

Daerah Desa pada Kabupaten 

DBHP : Pagu Alokasi Formula DBH Retribusi 

Daerah 

(4) Rasio realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan 

atas data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah 

masing-masing Desa dan Badan Pendapatan Daerah. 

Pasal 4 

(1) Kertas kerja perhitungan rincian DBH Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2022 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini 
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(2) Rincian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap 

Desa Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan 

Bupati mi. 

BAB III 

PENYALURAN 

Pasal 5 

(1) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan 

Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berkenaan. 

(2) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan : 

a. Triwulan I paling cepat bulan April sebesar 15% (lima 

belas persen) dan besaran DBH Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah setiap Desa; 

b. Triwulan II paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua 

puluh persen) dan i besaran DBH Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah setiap Desa; 

c. Triwulan III paling cepat bulan Oktober sebesar 20% 

(dua puluh persen) dan i besaran DBH Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah setiap Desa; dan 

d. Triwulan IV pada bulan Desember berdasarkan selisih 

antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Desa 

dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada 

triwulan I, triwulan II, dan triwulan III dengan jumlah 

dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan 

II, dan triwulan III. 
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(3) Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, 

berdasarkan data realisasi penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah sampai dengan tanggal 10 Desember 

tahun berkenaan dan i Bidang Akuntansi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat. 

BAB IV 

PENGGUNAAN 

Pasal 6 

(1) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 

10% (sepuluh persen) dipergunakan untuk menunjang 

pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan 

penerimaan Pendapatan Ash i Daerah. 

(2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengalokasikan 

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 

Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan 

penundaan penyaluran DBH Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah. 

(3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), dilakukan terhadap penyaluran DBH Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah triwulan IV sebesar 25% (dua puluh 

lima persen) dan i pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

(4) Evaluasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Bupati melalui Camat pada saat evaluasi rancangan 

peraturan Desa mengenai APBDesa. 
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I 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 7 

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Kotawaringin Barat dan Kecamatan melakukan 
pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. 

(2) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan 
pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 15 Februari 2022 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 15 Februari 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 
NOMOR 7 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM,  

1 
BAMBANG WAHYUSUF, SH 
NIP. 19760904 200501 1 010 



LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 7 TAHUN 2022 
TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA 

DESA TAHUN ANGGAFtAN 2022 

KERTAS KERJA PERHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2022 

NO Kecamatan / Desa BOBOT DESA 

PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH 

KETERANGAN ALOKASI 
DASAR 

ALOKASI 
FORMULA 

JUMLAH 
ALOKASI 

DASAR 

ALOKASI 
FORMULA 

JUMLAH 

1 2 3 4 
s = 3 x PAGU ALOKASI 

FORMULA 
6=4.5 7 

8 =3 x PAGU ALOKASI 
FORMULA 

9=7.8 10 

1. Kecamatan Arut Selatan 

. 
1 Pas r Panjang 0,1297 70.851.800,00 496.045.900,00 566.897.700,00 25,789.000,00 180.553.600,00 206.342.600,00 

2 Kumpai Batu Atas 0,0096 70.851.800,00 36.718.600,00 107.570.400,00 25.789.000,00'  13.365.100,00 39.154.100,00 

3 Kumpai Batu Bawah 0,0062 70.851.800,00 23.640.600,00 94.492.400,00 25.789.000,00 8.604.900,00 34.393.900,00 

4 Natai Raya 0,0 0 80 70.851.800,00 30.530.700,00 101.382.500,00 25.789.000,00 11.112.700,00 36.901.700,00 

5 Rangda 0,0 00 4 70.851.800,00 1.377.200,00 72.229.000,00 25.789.000,00 501.300,00 26.290.300,00 

6 Kenambui 0,0 0 13 70.851.800,00 5.099.200,00 75.951.000,00 25.789.000,00 1.856.100,00 27.645.100,00 

7 Umpang 0,0003 70.851.800,00 1.292.500,00 72.144.300,00 25.789.000,00 470.500,00 26.259.500,00 

8 Tanjung Putri 0,0 0 16 70.851.800,00 6.098.200,00 76.950.000,00 25.789.000,00 2.219.600,00 28.008.600,00 

9 Runtu 0,0 22 0 70.851.800,00 84.279.900,00 155.131.700,00 25.789.000,00 30.676.700,00 56.465.700,00 

10 Medang Sari 0,0343 70.851.800,00 131.355.000,00 202.206.800,00 25.789.000,00 47.811.300,00 73.600.300,00 

11 Natai Baru 0,0 14 1 70.851.800,00 53.973.900,00 124.825.700,00 25.789.000,00 19.645.700,00 45.434.700,00 

12 Tanjung Terantang 0,0054 70.851.800.00 20.796.600,00 91.648.400,00 - 25.789.000.00 7.569.700,00 33.358.700,00 

13 Sulung 0,0009 70.851.800,00 3.499.500,00 74.351.300,00 25.789.000,00 1.273.800,00 27.062.800,00 

Jumlah 0,2338 921.073.400,00 894.707.800,00 1.815.781.200,00 335.257.000,00 325.661.000,00 660.918.000,00 

2. Kecamatan Kumai 

1 Sungai Tendang 0,0166 70.851.800,00 63.574.100,00 134.425.900,00 25.789.000,00 23.140.100,00 48.929.100,00 

2 Batu Belaman 0,0 10 3 70.851.800,00 39.230.100,00 110.081.900,00 25.789.000,00 14.279.200,00 40.068.200,00 

3 Sungai Kapitan 0,0512 70.851.800,00 196.025.300,00 266.877.100,00 25.789.000,00 71.350.400,00 97.139.400.00 

4 Kubu 0,0076 70.851.800,00 29.026.200,00 99.878.000,00 25.789.000,00 10.565.100,00 36.354.100,00 

5 Sungai Bakau 0,0022 70.851.800,00 8.437.300,00 79.289.100,00 25.789.000,00 3.071.100,00 28.860.100,00 

6 Teluk Bogam 0,0086 70.851.800,00 32.739.700,00 103.591.500,00 25.789.000,00 11.916.800,00 37.705.800,00 

7 Keraya 0,0017 70.851.800,00 6.555.600,00 77.407.400,00 25.789.000,00 2.386.200,00 28.175.200,00 

8 Sabuai 0,0036 70.851.800,00 13.597.000,00-  84.448.800,00 25.789.000,00 4.949.100,00 30.738.100,00 

9 Teluk Pulai 0,0 00 0 70.851.800,00 70.851.800,00 25.789.000,00 25.789.000,00 

10 Sungai Cabang 0,0018 70.851.800,00 6.857.500,00 77.709.300,00 25.789.000,00 2.496.000,00 28.285.000,00 

11 Sungai Sekonyer 0,0 0 13 70.851.800,00 4.965.400,00 75.817.200,00 ' 25.789.000,00 1.807.300,00-  27.596.300,00 

12 Sungai Bedaun 0,0 0 09 70.851.800,00 3.517.700,00 74.369.500,00 25.789.000,00 _ 1.280.400,00 27.069.400,00 _ 
13 Bumi Harjo 0,0746 70.851.800,00 285.256.500,00 356.108.300,00 25.789.000,00 103.829.300,00 129.618.300,00 

14 Pangkalan Satu 0,0 14 7 70.851.800,00 56.065.200,00 126.917.000,00 25.789.000,00 20.406.900,00 46.195.900,00 

15 Sebua' Timur 0,0007 70.851.800,00 2.716.800,00 73.568.600,00 25.789.000.00 988.900,00 26.777.900,00 

Jumlah 0,1957 1.062.777.000,00 748.564.400,00 1.811.341.400,00 386.835.000,00 272.466.800,00 659.301.800,00 



NO Kecamatan / Desa BOBOT DESA 

PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH 

KETERANGAN ALOKASI 

DASAR 
ALOKASI 

FORMULA 
JUMLAH 

ALOKASI 

DASAR 

ALOKASI 

FORMULA 
JUMLAH 

1 2 3 4 5 = 3 x PAGU ALOKA5I 
FORMULA 

6=4+5 T 
8 =3 x PAGU ALOICAS1 

FORMULA 
9=7+8 10 

11 Sungai Melawen 0,0166 70.851.800,00 63.368.600,00 134.220.400,00 25.789.000,00 23.065.300,00 48.854.300,00 

Jumlah 0,2900 779.369.800,00 1.109.410.400,00 1.888.780.200,00 283.679.000,00 403.809.600,00 687.488.600,00 

6. Kecamatan Pangkalan 
Banteng 
1 Pangkalan Banteng 0,0256 70.851.800.00 97.802.700,00 168.654.500,00 25.789.000,00 35.598.800,00 61.387.800,00 

2 Karang Mulya 0,0286 70.851.800,00 109.265.200,00 180.117.000,00 25.789.000,00 39.771.000,00 65.560.000,00 

3 Kebun Agung 0,0030 70.851.800,00 11.608.400,00 82.460.200,00 ' 25.789.000,00 4.225.300,00 30.014.300,00 

4 Sidomulyo 0,0075 70.851.800,00 28.696.800,00 99.548.600,00 25.789.000,00 10.445.200,00 36.234.200,00 

5 Marga Mulya 0,0067 70.851.800,00 25.821.600,00 96.673.400,00 25.789.000,00 9.398.700,00 35.187.700,00 

6 Amin Jaya 0,0097 70.851.800,00 37.188.300,00 108.040.100,00 25.789.000,00 13.536.000,00 39.325.000,00 

7 Arga Mulya 0,0066 70.851.800,00 25.290.000,00 - 96.141.800,00-  25.789.000,00 9.205.200,00 34.994.200,00 

8 Mulya Jadi 0,0027 70.851.800,00 10.431.100,00 81.282.900,00 25.789.000,00 3.796.800,00 29.585.800,00 

9 Natai Kerbau 0,0043 70.851.800,00 
- 

16.627.800,00 87.479.600,00 '  25.789.000,00 6.052.300,00 31.841.300,00 

10 Simpang Berambai 0,0065 70.851.800,00 25.053.800,00 - 95.905.600,00 25.789.000,00 9.119.200,00 34.908.200,00 

11 Sungai Hijau 0,0027 70.851.800,00 10.407.100,00 81.258.900,00 25.789.000,00 3.788.100,00 29.577.100,00 

12 Sungai Bengkuang 0,0001 70.851.800,00 309.700,00 71.161.500,00 25.789.000,00 112.700,00 25.901.700,00 

13 Sungai Kuning 0,0044 70.851.800,00 16.748.100,00 87.599.900,00 25.789.000.00 6.096.100,00 31.885.100,00 

14 Sungai Pakit 0,0055 70.851.800,00 21.232.400,00 ' 92.084.200,00 25.789.000,00 7.728.300,00 33.517.300,00 

15 Sungai Pulau 0,0045 70.851.800,00 17.170.300,00 88.022.100,00 25.789.000,00 6.249.700,00 32.038.700,00 

16 Karang Sari 0,0027 70.851.800,00 10.428.500,00 81.280.300,00 ' 25.789.000,00 3.795.800,00 29.584.800,00 

17 Berambai Makmur 0,0089 70.851.800,00 33.910.000,00 104.761.800,00 25.789.000,00 12.342.700,00 38.131.700,00 

Jumlah 0,1302 1.204.480.600,00 497.991.800,00 1.702.472.400,00 _ 438.413.000,00 181.261.900,00 _ 619.674.900,00 

1,00000 5.738.995.800,00 3.826.004.200,00 9.565.000.000,00 2.088.909.000,00 1.392.614.000,00 3.481.523.000,00 

URAIAN 
DBH PAJAK 

DAERAH 

DBH RETRIBUSI 

DAERAH 
KETERANGAN 

PAGU 9.565.000.000,00 3.481.523.000,00 

PAGU ALOKASI DASAR (PAGU x 60%) 5.739.000.000,00 2.088.913.800,00 Perbedaan dengan rinc an perhitungan dikarenakan hasil pembulatan 
Alokasi Dasar Setiap Desa 70.851.851,85 25.789.059,26 

Alokasi Dasar Setiap Desa Pembulatan 70.851.800,00 25.789.000,00 

PAGU ALOKASI FORMULA (PAGU x 40%) 3.826.000.000,00 1.392.609.200,00 ' Perbedaan dengan rincian perhitungan d karenakan hasil pembulatan 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

BAMBANG WA14USUF, SH 

NIP. 19760904 200501 1 010 



LA31PMAN 11 
PERATURAN BlUPATI ROTAWARINOIN BARAT 
NONOR 7 TAMA 2022 
=STANG MARAS! DANA SA01 RAND. PAJAR BARRAN DAN RETRIBUSI DAERAH XSPADA 
=SA TAHUN ANOOARAN 2022 

RINCIAN ALOICA81 DBH PAJAK DABRAH DAN RBTRIBUSI DABRAH 
SETIAP DB8A 811.-KABIIPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

TAHUN ANGGARANf 2022 

62.01.01 
, 31'5•2:,  

MICAMATAN KLIMA' 

fS, 

0,.. :,:. .72.% 

Y.(iIe..-' 

i'..1. tall.;:i4,,,,• [ 

6201.012001 Sungai Cabang 77.709.300,0 28.285.000,0 105.994.300,00 
62.01.01.2002 Teluk Pulai 70.851.800,0 25.789.000,0 96.640.800,00 
62.01.01.2003 Sabuai 84.448.800,0 30.738.100,0 115.186.900,00 
62.01.01.2004 Keraya 77.407.400,0 28.175.200.0 105.582.600,00 
62.01.01.2005 Teluk Bos,am 103.591.500,0 37.705.800,0 141.297.300,00 
62.01.01.2006 sungai Bakau 79.289.100,0 28.860.100,0 108.149.200,00 
62.01.01.2007 Kubu 99.878.000,0 36.354.100,0 136.232.100,00 
62.01.01.2008 Sunapj gapitan 266.877.100,0 97.139.400,0 364.016.500,00 
62.01.01.2009 Bahl  Beiaman 110.081.900,0 40.068.200,0 150.150.100,00 
62.01.01.2010 Sungai Tendang 134.425.900,0 48.929.100,0 183.355.000.00 
62.01.01.2014 Sungai Sekonyer 75.817.200,0 27.596.300,0 103.413.500,00 
62.01.01.2015 Sungai Bedaun 74.369.500,0 27.069.400,0 101.438.900,00 
62.01.01.2017 Bumi Barb o 356.108.300,0 129.618.300,0 485.726.600,00 
62.01.01.2032 Pangkalan Satu 126.917.000,0 46.195.900,0 173.112.900,00 
62.01.01.2034 Sabuai Timur 73.568.600,0 26.777.900,0 100.346.500,00 

817B TOTAL 1.811.341.400,0 659.301.800,0 2.470.643.200,00 

62.01.02 MICAMATAN ARBT 8BLATAN 
62.01.02.2001 Taniung Putri 76.950.000,0 28.008.600.0 104.958.600,00 
62.01.02.2004 Pasir Pantang 566.897.700,0 206.342.600,0 773.240.300,00 
62.01.02.2010 Rangda 72.229.000,0 26.290.300,0 98.519.300,00 
62.01.02.2011 Kenambui 75.951.000,0 27.645.100,0 103.596.100,00 
62.01.02.2012 Runtu 155.131.700,0 56.465.700,0 211.597.400,00 
62.01.02.2013 Umpang 72.144.300,0 26.259.500,0 98.403.800,00 
62.01.02.2014 Kumpai Bath Bawah 94.492.400,0 34.393.900,0 128.886.300.00 
62.01.02.2015 Kumpai Batu Atas 107.570.400,0 39.154.100,0 146.724.500,00 
62.01.02.2016 Natal Raya 101.382.500,0 36.901.700,0 138.284.200,00 
62.01.02.2017 medang sari 202.206.800,0 73.600.300,0 275.807.100,00 
62.01.02.2018 Natal Baru 124.825.700,0 45.434.700,0 170.260.400,00 
62.01.02.2019 Tanning Terantang 91.648.400,0 33.358.700,0 125.007.100,00 
62.01.02.2020 &dung 74.351.300,0 27.062.800,0 101.414.100,00 

SUB TOTAL 1.815.781.200,0 660.918.000,0 2.476.699.200,00 

62.01.03 KBCAMATAN KOTAWARINGIN LAMA 

62.01.03.2001 Babual Baboti 75.078.300,0 27.327.400,0 102.405.700,00 
62.01.03.2002 Tempayung 79.675.200,0 29.000.600,0 108.675.800,00 
62.01.03.2003 Salcabulin 76.838.800,0 27.968.200,0 104.807.000,00 
62.01.03.2004 ginlil 71.479.400,0 26.017.400,0 97.496.800,00 
62.01.03.2005 Dawak 266.741.900,0 97.090.200,0 363.832.100,00 
62.01.03.2006 Riam Durian 175.616.800,0 63.922.000,0 239.538.800.00 
62.01.03.2009 Latium 80.824.900,0 29.419.100,0 110.244.000,00 
62.01.03.2010 Rungun 124.847.700,0 45.442.700,0 170.290.400,00 
62.01.03.2011 Kondang 70.935.700,0 25.819.500,0 96.755.200,00 
62.01.03.2012 Salta Jaya 73.243.800,0 26.659.600,0 99.903.400,00 
62.01.03.2013 Sukamakmur 105.810.200,0 38.513.400,0 144.323.600,00 
62.01.03.2014 Sumber Mukti 95.363.600,0 34.711.000,0 130.074.600,00 
62.01.03.2015 pahh Barn 72.247.800,0 26.297.100,0 98.544.900,00 
62.01.03.2016 Ipuh Bangun Jaya 86.534.100.0 31.497.100,0 118.031.200,00 
62.01.03.2017 Sagu Suka Mulya 120.289.600,0 43.783.600,0 164.073.200,00 

SUB TOTAL 1.575.527.800,0 573.468.900,0 2.148.996.700,00 

62.01.04 KBCAMATAN ARIIT IITARA 
62.01.04.2001 Nanga Mua 75.656.000,0 27.537.700,0 103.193.700,00 
62.01.04.2003 Sukarami 70.851.800,0 25.789.000,0 96.640.800,00 
62.01.04.2004 Gandia 71.080.100,0 25.875.000,0 96.955.100,00 
62.01.04.2005 Kerabu 70.851.800.0 25.789.000,0 96.640.800.00 
62.01.04.2006 Sambi 105.260.600,0 38.313.300,0 143.573.900,00 
62.01.04.2007 Penyombaan 74.757.400,0 27.210.600,0 101.968.000,00 
62.01.04.2008 Psuadau 78.005.800,0 28.392.900,0 106.398.700,00 
62.01.04.2009 Rialll 77.707.500,0 28.284.400,0 105.991.900,00 
62.01.04.2010 panahan 76.074.200,0 27.689.900,0 103.764.100,00 
62.01.04.2011 Sungai Dau 70.851.800,0 25.789.000,0 96.640.800,00 

SUB TOTAL 771.097.000,0 280.670.800,0 1.051.767.800,00 

62.01.08 ICECAMATAN PANGICALAN LADA 
62.01.05.2001 Pangkalan Tiga 225.860.500,0 82.210.000,0 308.070.500.00 
62.01.05.2002 Pandu Santaya 333.372.300.0 121.342.700,0 454.715.000,00 
62.01.05.2003 Lada Mandala Jaya 118.619.400.0 43.175.700,0 161.795.100,00 
62.01.05.2004 makard Jaya 93.309.300,0 33.963.200,0 127.272.500,00 
62.01.05.2005 Sumber Agung 172.460.700,0 62.773.200,0 235.233.900,00 
62.01.05.2006 Purbasari 159.368.700,0 58.007.900,0 217.376.600,00 
62.01.05.2007 Sungai Rangit Jaya 129.709.000,0 47.212.200,0 176.921.200,00 
62.01.05.2008 Pangkalan Dewa 277.661.400,0 101.064.700,0 378.726.100,00 
62.01.05.2009 Kadipi Atas 114.784.000,0 41.779.700,0 156.563.700,00 
62.01.05.2010 Sungai Melawen 134.220.400,0 48.854.300,0 183.074.700,00 
62.01.05.2011 Pangkalan Dunn 129.414.500,0 47.105.000,0 176.519.500,00 

81/B TOTAL 1.888.780.200,0 687.488.600,0 2.576.268.800,00 



KODE 
NAMA KECAIKATAN / 

DE8A 
DBH 

PAJAK DAERAH 
DBH 

RETRIBUSI DAERAH 
JUMLAH KETERANGAN 

1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 
62.01.06 KECAMATAN PANGKALAN BANTENG 

62.01.06.2001 parmlialan Hamm-1g 168.654.500,0 61.387.800.0 230.042.300,00 
62.01.06.2002 Mulya Jadi 81.282.900.0 29.585.800,0 110.868.700,00 
62.01.06.2003 Karang Mulya 180.117.000,0 65.560.000,0 245.677.000,00 
62.01.06.2004 Kebun Agung 82.460.200.0 30.014.300,0 112.474.500.00 
62.01.06.2005 Sidomitlyo 99.548.600,0 36.234.200,0 135.782.800,00 
62.01.06.2006 Marga Mulya 96.673.400,0 35.187.700,0 131.861.100,00 
62.01.06.2007 Amin Jaya 108.040.100,0 39.325.000,0 147.365.100.00 
62.01.06.2008 /Vol mujva 96.141.800,0 34.994.200,0 131.136.000,00 
62.01.06.2009 Natal Kerbau 87.479.600,0 31.841.300,0 119.320.900,00 
62.01.06.2010 Simpang Berambai 95.905.600,0 34.908.200,0 130.813.800.00 
62.01.06.2011 Sungai Hijau 81.258.900,0 29.577.100,0 110.836.000,00 
62.01.06.2012 Sungai Paldt 92.084.200,0 33.517.300.0 125.601.500,00 
62.01.06.2013 Berambai majdaur 104.761.800,0 38.131.700.0 142.893.500.00 
62.01.06.2014 Karang Sari 81.280.300.0 29.584.800.0 110.865.100.00 
62.01.06.2015 Sungai Pulau 88.022.100,0 32.038.700,0 120.060.800,00 
62.01.06.2016 Sungai Bengknang 71.161.500,0 25.901.700,0 97.063.200,00 
62.01.06.2017 Sungai Kuning 87.599.900,0 31.885.100.0 119.485.000,00 

8IIB TOTAL 1.702.472.400,0 619 674.900 0 • 1.__ 2.322.147.300 00 

TOTAL 9.565.000.000,0 3.481.523.000,0 13.046.523.000,00 

BIIPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NIIRIHDAYAH 

8alinan sesuai dengan aslinya 
IMPALA BAGIANHDRUM, 

BAMBANG WARYII811F, 811 
NIP. 19760904 200501 1 010 
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